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	Pendahuluan

	
	Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sering terjadi penyimpangan, baik berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan-pengawasan-pengendalian. Pada tahap pemakaian/ penggunaan BMN tidak tertutup kemungkinan terjadi penyimpangan dalam bentuk pemborosan dan penggunaan logistik yang tidak sesuai dengan fungsi serta hak pemakaiannya yang dapat merugikan organisasi.
Salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian BMN. Oleh karena itu, pengendalian logistik penting mendapat perhatian secara proporsional dan diselenggarakan secara profesional di lingkungan Polri.
Bahan ajar pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN merupakan suatu acuhan bagi pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran Dikbangspes bidang logistik, sehingga diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik mampu mengelola dan melakukan pengawasan serta pengendalian di kesatuan kerjanya. 
Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengelola dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian membahas materi tentang: pengertian pengawasan dan pengendalian bidang logistik, ruang lingkup, titik-titik strategik pengawasan dan pengendalian logistik serta metode pengawasan dan pengendalian BMN.
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Standar Kompetensi

	
	Mengelola pengawasan dan pengendalian BMN.
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	Kompetensi Dasar

	
	1. Memahami konsep pengawasan serta pengendalian BMN.
Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan pengertian terkait dengan administrasi pengawasan dan pengendalian BMN.
b. Menjelaskan tujuan pengawasan dan pengendalian BMN.
c. Menjelaskan karakteristik pengawasan dan pengendalian BMN.
d. Menjelaskan sasaran pengawasan dan pengendalian BMN.

2. Memahami prosedur dan metode pengawasan serta pengendalian BMN.
Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan prosedur Wasdal BMN. 
b. Menjelaskan metode Wasdal BMN.

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN.
Indikator Hasil Belajar:
a. Menyimulasikan persiapan wasdal BMN.
b. Menyimulasikan pelaksanaan wasdal BMN dengan berbagai metode.
c. Membuat laporan dan tindak lanjut wasdal BMN.
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	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok Bahasan 1
Konsep pengawasan serta pengendalian BMN.
Sub Pokok Bahasan:
a. Pengertian terkait dengan administrasi pengawasan dan pengendalian BMN.
b. Tujuan pengawasan dan pengendalian BMN
c. Karakteristik pengawasan dan pengendalian BMN.
d. Sasaran pengawasan dan pengendalian BMN.

2. Pokok Bahasan 2
Prosedur dan metode pengawasan serta pengendalian BMN.
Sub Pokok Bahasan:
a. Prosedur Wasdal BMN.
b. Metode Wasdal BMN.
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	Metode Pembelajaran

	
	1. Metode Ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang: pengawasan dan pengendalian BMN.

2. Metode Tanya Jawab 
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik tentang materi dan memperdalam pemahaman materi tentang  pengawasan dan pengendalian BMN.

3. Metode Simulasi
Metode ini digunakan untuk melatih keterampilan menggunakan metode pengawasan dan pengendalian BMN (pemantauan/penilaian, penertiban dan investigasi).

4. Metode Praktik
Metode ini digunakan untuk melatih pembuatan laporan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan Wasdal BMN.
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	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, Media dan Bahan: 
a. Whiteboard.
b. Komputer/laptop.
c. LCD Projector dan screen.
d. Power Point/slide paparan.
e. Alat tulis.
f. Bahan Ajar.

2. Sumber Belajar:
a. Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012, perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.


	
	3. 
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	Proses Pembelajaran

	
	1. Tahap Awal: 10 menit
a. Pendidik melaksanakan apersepsi:
1) pendidik melaksanakan perkenalan;
2) pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan peserta didik selama pembelajaran;
3) pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.
b. Peserta didik menyimak dan melaksanakan instruksi pendidik.
2. Tahap Inti: 340 menit
Tahap Inti 1: penyampaian materi pengawasan dan pengendalian BMN: 60 menit
a. Pendidik menyampaikan materi pengawasan dan pengendalian BMN. 
b. Pendidik memberikan contoh cara pengadministrasian pengawasan dan pengendalian BMN.
c. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.
d. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.
Tahap Inti 2: simulasi pengawasan dan pengendalian BMN: 190 menit
a. Pendidik membagi peserta didik menjadi 2 kelompok
b. Pendidik menginstruksikan:
1) Kelompok 1 menyimulasikan persiapan wasdal BMN.
2) Kelompok 2 menyimulasikan pelaksanaan wasdal BMN dengan berbagai metode.
d. Masing-masing kelompok Membuat laporan dan tindak lanjut wasdal BMN
c. Pendidik memfasilitasi simulasi.
d. Pendidik memberikan ulasan hasil simulasi.
e. Peserta didik mengumpulkan hasil simuasi.
3. Tahap Akhir: 10 menit
a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.
b. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
c. Pendidik merumuskan learning point, koreksi dan kesimpulan dari materi yang disampaikan kepada peserta didik.
4. Tes Penguasaan Pengetahuan: 90 menit
Tes tertulis dalam bentuk objektif tes (pilihan ganda, jawaban singkat) dan subjektif tes (uraian).
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	Tugas

	
	
1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan Wasdal BMN.
2. Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah disampaikan sehari setelah proses belajar mengajar.
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	Lembar Kegiatan
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	Bahan Bacaan

	
	
POKOK BAHASAN 1
PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LOGISTIK


1. Pengertian Pengawasan dan Pengendalian Logistik
Pengawasan dan pengendalian logistik merupakan salah satu bagian dari fungsi manajerial dalam pengelolaan logistik, yang sama maknanya dengan fungsi pengawasan, atau dengan sebutan lain, seperti controling, evaluating, appraising, atau correcting. Penggunaan istilah pengendalian ini pada dasarnya hanya mengacu pada konotasi istilah pengendalian itu sendiri yang bermakna pada suatu penekanan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan setiap saat selama proses suatu kegiatan berjalan. Meski demikian, krgiatan pengendalian logistik tersebut tidak sebatas dilakukan pada saat kegiatan operasional pengelolaan logistik berjalan, tetapi juga pengendalian logistik dilakukan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan pengelolaan logistik dilaksanakan dan berjalan.
Pengawasan/pengendalian pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan yang bersifat spesifik berkaitan langsung dengan suatu kegiatan operasional tertentu maupun tujuan organisasional secara lebih luas. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Hal ini bisa dimengerti karena tujuan ataupun standar atau sasaran yang hendak dicapai tidak lain adalah menifestasi dan hasil dari suatu rencana dan kegiatan perencanaan. Sehubungan dengan hal ini, dapat diungkapakan secara lebih operasional bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.
Pengertian pengawasan dan pengendalian logistik pun berbeda dengan pengertian pengawasan dan pengendalian secara umum tersebut walaupun harus senantiasa mengacu pada fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan khusus dan kha manajemen logistik.  Dengan demikian, dapat diungkapkan bahwa pengendalian logistik merupakan serangkaian kegiatan penetapan standar (satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil/output maupun proses) dari setiap fungsi operasional manajeman logistik maupun dalam penggunaan logistik, pengukuran dan evaluasi pelaksanaan, dan pengambilan tindakan korektif bila diperlukan dalam setiap tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan logistik sehinga dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan menajemen logistik  secara keseluruhan.
Dari pengertian pengendalian logistik tersebut dapat digaris bawahi bahwa:

a. Pengawasan dan pengendalian logistik merupakan suatu serangkaian kegiatan, dan kegiatan tersebut dimulai dari penetapan standar dalam setiap kegiatan pengelolaan logistik, baik menyangkut hasil dan proses, maupun dalam pemakaian/penggunaan logistik. 
	Dengan demikian, efektifitas pengendalian logistik tidaklah cukup dan memadai apabila hanya dinilai dari sisi outputnya, tetapi juga harus dinilai dari sisi proses penyelenggaraan kegiatan pengelolaan logistik tersebut maupun dari sisi penggunaan logistik. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan standar yang berwujud dalam bentuk tujuan, strukstur, prosedur, dan aturan-aturan/ketentuan dalam setiap kegiatan logistik secara jelas dan tepat adalah menjadi bagian unsur penting yang tidak bisa diabaikan dalam sistem pengendalian logistik. Hal ini bisa dimengerti karena tanpa adanya tujuan, struktur, prosedur, aturan dan ketentuan-ketentuan yang jelas dan tepat, secara empiris akan menjadi sumber sebab penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan logistik, sekaligus sebagai sumber inefisiensi organisasi.
b. Pada tahap pertama dalam proses pengendalian logistik ini pada dasarnya merupakan satu bagian dari kegiatan perancangan, penetapan, dan perumusan instrumen pengendalian logistik.
c. Setelah instrumen-instrumen pengendalian logistik telah berhasil ditetapkan dan dirumuskan, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran-pengukuran evaluatif baik terhadap penggunaan logistik maupun terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan operasional dalam manajemen logistik dengan cara membandingkan antara pelaksanaan penggunaan dan kegiatan pengelolaan logistik dengan standar yang telah ditetapkan, baik berupa tujuan, target, prosedur, maupun aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan .  
d. apabila kemudian pada tahap implementasi ditemukan penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, tindakan berikutnya adalah melakukan tindakan korektif guna menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Banyak ragam dan bentuk tindakan korektif yang bisa diambil dan dilakukan dalam kegiatan manajemen logistik, yang semuanya tergantung dari jenis kegiatan yang dikendalikan.
Karena kegiatan manajemen logistik senantiasa berjalan seiring dengan kegiatan operasional organisasi, kegiatan pengendalian logistik selaian senantiasa sejalan dengan kegiatan operasional peneglolaan logistik, juga harus sejalan dan bersama dengan pelaksanaan kegiatan operasional organisasi secara keseluruhan.

2. Tujuan Pengawasan dan Pengendalian BMN
Pengawasan dan  pengendalian BMN bertujuan untuk:
a. Tertib administrasi;
b. Tertib fisik;
c. Tertib hukum.

3. Karakteristik Pengawasan dan Pengendalian Logistik Yang Efektif
Efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pengendalian logistik sangat ditentukan oleh sistem pengawasan dan pengendalian logistik itu sendiri. Secara umum, kriteria-kriteria utama sistem pengawasan seharusnya meliputi: 
d. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar atau seharusnya diawasi.
e. Objektif dan komfrehensif.
f. Tepat waktu.
g. Biaya (cost) yang efisien, baik tenaga, pikiran,finansial, waktu maupun sosial.
h. Akurat dalam memperoleh informasi maupun tindakan korektif.
Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif dan efisien sistem pengendalian yang diselenggarakan. Secara lebih terperinci, efektifitas dan efisiensi pengendalian harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
a. Akurat. 
	Informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan harus akurat. Keakuratan informasi yang diperoleh akan mendukung dan menjamin ketepatan tindakan yang diambil. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah baru yang sebenarnya tidak perlu.
b. Tepat waktu.
	Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya agar segera dapat diamabil tindakan korektif apabila diperlukan.
c. Objektif dan menyeluruh.
	Informasi harus bersifat apa adanya dan lengkap.
d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. 
	Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-prenyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling patal.
e. Realistik secara ekonomis. 
	Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
f. Realistik secara organisasi. 
	Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi, termasuk dalam lingkup hubungan antar personal maupun antar unit kerja.
g. Terkoordinasi dengan aliran kerja. 
	Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena setiap tahap dari proses pekerjaaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi dan juga informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personel yang memerlukannya.
h. Fleksibel. 
	Pengawasan harus mempunyai pleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.            
i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. 
	Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
j. Diterima para anggota organisasi. 
	Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggungjawab dan berprestasi.
Beberapa karakteristik sistem pengawasan secara umum tersebut, kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat diterapkan dalam sistem pengendalian logistik. Oleh karena itu, karakteristik pengendalian logistik pun harus dicirikan dan memenuhi kriteria-kriteria yang meliputi adanya akurasi informasi/data, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik strategik, realistik secara ekonomi, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan diterima para anggota organisasi. Dengan demikian, efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pengendalian logistik akan ditentukan terpenuhinya kriteria-kriteria pengendalian tersebut, semakin efektif dan efisien penyelenggaraan pengendalian logistik.

4. Sasaran pengawasan dan pengendalian BMN
		Sasaran dan ruang lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian logistik mencakup seluruh pelaksanaan kegiatan operasional dalam manajemen logistik mulai dari kegiatan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, sampai dengan kegiatan penghapusan logistik. Disamping itu sasaran dan ruang lingkup kegiatan pengendalian logistik juga mencakup pemakaian/penggunaan logistik.
		Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa salah satu prinsip pengawasan dan pengendalian logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi pengendalaian logistik adalah harus terpusat pada titik-titik strategik pengendalian logistik, di mana titik-titik strategik/kritis ini menjadi titik sentral prioritas dalam monitoring dan pengumpulan informasi. Dengan demikian, dari keakuratandan kebenaran informasi dari titik-titik kritis pengendalian logistik ini akan dapat diperoleh data berkaitan dengan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan logistik maupun penggunaan logistik. Titik-titik kritis/strategik pengendalian logistik inilah yang juga sering disebut dengan istilah control points atau control centres. Sehubungan dengan hal itu, dalam pelaksanaan pengendalian logistik dapat ditentukan beberapa control centres yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam pengendalian logistik pada setiap kegiatan operasional maupun penggunaan logistik.
a. Pengadaan
1) kesesuaian antara rencana pengadaan logistik dengan kebutuhan;
2) kesesuaian pelaksanaan logistik dengan spesifikasi/ kriteria-kriteria logistik yang telah ditetapkan (jenis, tipe, merek, ukuran, bentuk, warna, dan sebagainya);
3) kesesuaian Antara Pelaksanaan Pengadaan Logistik Dengan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
4) kesesuaian antara prosedur pelaksanaan pengadaan logistik dengan prosedur yang telah ditetapkan;
5) ketersediaan dokumen dan bukti pelaksanaan pengadaan logistik yang memadai dan sah.

b. Inventarisasi
1) ketersediaan dokumen (buku, formulir, lembaran) yang memadai;
2) kesesuaian antara catatan-catatan tertulis dengan bukti-bukti yang ada;
3) kesesuaian antara catatan-catatan tertulis beserta bukti-bukti yang ada dengan keadaan/kondisi nyata barang.

c. Penyimpanan/Penggudangan
1) kesesuaian antara catatan tertulis dengan bukti penerimaan;
2) kesesuaian antara catatan tertulis dengan bukti pengeluaran;
3) kesesuaian antara catatan persediaan barang dengan keadaan nyata barang;
4) kesesuaian antara pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dengan aturan-aturan dan prosedur yang telah ditetapkan;
5) efektifitas dan efisiensi dalam pengaturan barang.

d. Pendistribusian
1) ketersediaan dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendistribusian logistik;
2) kesesuaian antara pelaksanaan pendistribusian logistik dengan persyaratan-persyaratan, aturan-aturan, dan prosedur yang telah ditetapkan.

e. Pemeliharaan
1) kesesuaian antara pelaksanaan pemeliharaan logistik dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku/telah ditentukan;
2) kesesuaian antara pelaksanaan pemeliharaan logistik dengan prosedur pelaksanaan pemeliharaan yang telah ditetapkan;
3) ketersediaan dokumen-dokumen/laporan dan bukti-bukti pelaksanaan pemeliharaan logistik yang memadai dan sah.




f. Penghapusan
1) kesesuaian antara barang-barang yang dihapus dengan persyaratan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan;
2) kesesuaian antara pelaksanaan penghapusan logistik dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan;
3) ketersediaan dokumen-dokumen/bukti-bukti penghapusan logistik yang memadai dan sah.

g. Pemakaian/Penggunaan
1) kesesuaian pemakai/pengguna logistik dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan (berkaitan dengan hak pemakai logistik);
2) kesesuaian pemakai/pengguna logistik dengan prosedur dan cara pemakaian penggunaan logistik;
3) kesesuaian antara jumlah dan frekuensi aktifitas pemakaian/penggunaan logistik dengan jumlah pemakaian /penggunaan sumber daya.

Dengan ditetapkannya titik-titik strategik pengendalian logistik tersebut maka akan mendukung efektifitas dan efisiensi kerja dalam pengelolaan logistik maupun pengendalian logistik, baik bagi pejabat penanggung jawab pengelolaan logistik maupun petugas pengelola operasional logistik. Hal ini dikarenakan dengan dirumuskannya titik-titik strategik pengawasan dan pengendalian logistik tersebut dengan mudah pejabat/petugas pengelola logistik untuk melakukan monitoring maupun mencari informasi secata akurat dan lengkap disetiap kegiatan pengelolaan logistik maupun penggunaan logistik dengan cara mempertanyakan dan memperoleh informasi dengan merujuk pada item titik-titik strategik pengendalian logistik tersebut. Dengan penentuan dan penetapan titik-titik strategik pengendalian logistik itu pula dapat dijadikan pedoman kerja dalam pengelolaan logistik.






h. Jenis Administrasi Pengawasan dan Pengendalian BMN
Contoh format Penggunaan BMN
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POKOK BAHASAN 2
PROSEDUR DAN METODE PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN BMN

1. Prosedur Pengawasan dan Pengendalian BMN

a. Kuasa Pengguna Barang membuat laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang dan bagi Kuasa Pengguna Barang yang berada di Luar Negeri disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang.
b. Penyampaian laporan tahunan bagi  Pengguna Barang di dalam negeri diterima oleh Kepala KPKNL paling  lambat tanggal   31  Maret   setiap   tahun berj ala dan untuk Pengguna Barang di luar negeri diterima oleh Direktur Jenderal c. q. Direktur PKNSI paling lambat tanggal 30 April setiap tahun berjalan. Apabila merupakan hari libur, penyampaian laporan tahunan diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
c. Dalam hal terdapat pengelolaan BMN yang mengakibatkan penerimaan negara, maka laporan tahunan harus dilampiri dengan salinan/ fotokopi bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.  Khusus bagi Kuasa Pengguna Barang yang berada di Luar Negeri, bukti setor dapat berupa bukti lain yang menunjukkan adanya penyetoran ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
d. Pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang dilaksanakan oleh  Direktur Jenderal, Direktur PKNSI, Kepala Kanwil DJKN, dan Kepala KPKNL.
e. Khusus untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN, pengawasan dan pengendalian BMN dilaksanakan oleh:
1) Direktur PKNSI, untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN  yang telah mendapatkan surat penetapan/persetujuan/keputusan dari Direktur Jenderal dan Direktur PKNSI;
2) Kepala Kanwil DJKN dan Kepala  KPKNL, untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah mendapatkan surat penetapan/ persetujuan/ keputusan dari Kepala Kanwil DJKN dan Kepala  KPKNL  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan di bidang pelimpahan/delegasi kewenangan.
f. Khusus untuk Penggunaan BMN, pengawasan dan pengendalian BMN dilaksanakan oleh:
1) Kepala Kanwil DJKN, untuk Penggunaan BMN yang telah mendapatkan surat penetapan/persetujuan/ keputusan dari Direktur Jenderal, Direktur PKNSI, dan Kepala Kanwil DJKN;
2) Kepala KPKNL, untuk Penggunaan BMN yang telah mendapatkan surat penetapan/persetujuan/ keputusan dari Kepala KPKNL
g. Kepala KPKNL menyampaikan data/ informasi dari laporan tahunan hasil   pengawasan   dan pengendalian BMN Kuasa Pengguna B arang kepada Kepala Kanwil DJKN atas pengelolaan BMN  yang surat penetapan/persetujuan/ keputusan dikeluarkan oleh Kepala Kanwil DJKN, Direktur PKNSI, dan Direktur Jenderal.
h. Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, · dan Pemindahtanganan BMN yang terdiri dari:
1) pemantauan periodik yang dilaksanakan  satu  tahun sekali, Kepala	KPKNL	melakukan  pemantauan periodik  yang diselesaikan paling lambat tanggal 30 April  tahun  berjalan,  untuk kegiatan pelaksanaan  Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN tahun sebelumnya. Direktur PKNSI melakukan pemantauan periodik yang diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan, untuk kegiatan pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN tahun sebelumnya;
2) Pemantauan insidentil dilaksanakan oleh Pengelola Barang sewaktu-waktu dalam hal:
(a) terdapat informasi tertulis dari   masyarakat dan/atau informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik;
(b) terdapat informasi tertulis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemantauan insendentil 1) dan 2) harus telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya informasi, dan harus diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya pelaksanaan pemantauan insidentil bersangkutan;
(c) adanya inisiatif Pengelola Barang dalam rangka menindaklanjuti surat penetapan/ persetujuan/keputusan yang dikeluarkan oleh Pengelola     Barang.  Pemantauan insidentil harus diselesaikan  paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
i. Pemantauan periodik dilakukan dengan cara:
1) meneliti data dan informasi dari laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN dari Kuasa Pengguna Barang, dan membandingkannya dengan data dan informasi yang dimiliki Pengelola Barang dan/ atau surat persetujuan/ keputusan/penetapan dari Pengelola Barang;
2) membandingkan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan BMN antara yang dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3) Dalam rangka pemantauan periodik, Pengelola Barang dapat melakukan penelitian lapangan;
4) Pengelola ·	Barang dapat meminta keterangan tambahan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, apabila isi dari laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN dari Kuasa Pengguna Barang kurang jelas  atau kurang memadai;
5) Dalam hal hasil Investigasi terdapat  indikasi kerugian negara, Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit;
6) Permintaan	audit		dilakukan	dengan alur	proses sebagai       berikut:
(a) terhadap	audit	yang	dilakukan Inspektorat Jenderal pada Kementerian/Lembaga:
(1) Pengelola Barang menyampaikan permintaan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga/Sekretaris Utama selaku Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga untuk dilaksanakannya audit oleh Inspektorat;
(2) hasil audit tersebut disampaikan oleh Inspektorat Jenderal pada Kementerian/Lembaga kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga/Sekretaris Utama selaku Pengguna Barang  pada Kementerian/Lembaga bersangkutan, dengan tembusan kepada  Pengelola Barang.

(b) Terhadap audit yang dilakukan BPKP:
(1) Pengelola Barang mengajukan permintaan tertulis kepada BPKP untuk melakukan audit;
(2) hasil audit tersebut  disampaikan oleh BPKP kepada Pengelola Barang.

2. Metode Pengawasan dan Pengendalian BMN

Secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain: dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis rasio dan sebagainya.
Adapun metode-metode pengawasan bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:

a. Pengawasan Non-Kualitatif
Pengawasan non-kualitatif tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Teknik-teknik yang sering digunakan adalah:
1) pengamatan (pengendalian dengan observasi). Pengamatan ditujukan untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi;
2) inspeksi teratur dan langsung. Inspeksi teratur dilakukan secara periodic dengan mengamati kegiatan atau produk yang dapat diobservasi;
3) laporan lisan dan tertulis. Laporan lisan dan tertulis dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat disertai dengan feed-back dari bawahan dengan relatif lebih cepat;
4) evaluasi pelaksanaan;
5) diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Cara ini dapat menjadi alat pengendalian karena masalah yang mungkin ada dapat didiagnosis dan dipecahkan bersama;
6) [bookmark: _GoBack]Management by Exception (MBE). Dilakukan dengan memperhatikan perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi. Teknik tersebut didasarkan pada prinsip pengecualian. Prinsip tersebut mengatakan bahwa bawahan mengerjakan semua kegiatan rutin, sementara manajer hanya mengerjakan kegiatan tidak rutin.


b. Pengawasan Kuantitatif

Pengawasan kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Beberapa teknik yang dapat dipakai dalam pengawasan kuantitatif:

1) Anggaran
Anggaran operasi, anggaran pembelanjaan modal, anggaran penjualan, anggaran kas. Anggaran khusus, seperti planning programming, bud getting system (PBS), zero-base budgeting (ZBB), dan human resource accounting (HRA).

2) Audit
Internal audit, tujuannya adalah membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara mengajukan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar mengenai kegiatan mereka. Eksternal audit, tujuannya menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil perusahaan.

3) Analisa Break-Even
Menganalisa dan menggambarkan hubungan biaya dan penghasilan untuk menentukan pada volume berapa agar biaya total sehingga tidak mengalami laba atau rugi.

4) Analisis Rasio
Menyangkut dua jenis perbandingan, membandingkan rasio saat ini dengan rasio-rasio dimasa lalu. Membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

5) Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

6) Penertiban memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penertiban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.


7) Investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.
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	Rangkuman

	
	1. Pengawasan dan Pengendalian logistik merupakan salah satu bagian dari fungsi manajerial dalam pengelolaan logistik, yang sama maknanya dengan fungsi pengawasan, atau dengan sebutan lain, seperti controling, evaluating, appraising, atau correcting.
2. Efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pengendalian logistik sangat ditentukan oleh sistem pengawasan dan pengendalian logistik itu sendiri. Secara umum, kriteria-kriteria utama sistem pengawasan seharusnya meliputi: 
a. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar atau seharusnya diawasi.
b. Ojektif dan komfrehensif.
c. Tepat waktu.
d. Biaya (cost) yang efisien baik tenaga, pikiran,finansial, waktu maupun sosial.
e. Akurat dalam memperoleh informasi maupun tindakan korektif.
3. Sasaran dan ruang lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian logistik mencakup seluruh pelaksanaan kegiatan operasional dalam manajemen logistik mulai dari kegiatan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, sampai dengan kegiatan penghapusan logistik
4. Tim Wasdalprod adalah tim yang ditunjuk oleh Assarpras Kapolri/Kapolda dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinir oleh Karo komoditi/Karo Sarpras dalam rangka membantu tugas fungsional dibidang pengendalian kontrak.
5. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
6. Penertiban memiliki 1 arti. Penertiban berasal dari kata dasar tertib. Penertiban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penertiban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
7. Investigasi adalah Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.
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	Soal Latihan

	
	1. Jelaskan tentang kriteria-kriteria utama sistem pengawasan dan pengendalian!
2. Jelaskan tentang efektifitas dan efsiensi pengawasan dan pengendalian!
3. Jelaskan tentang Wasdal Logistik bidang pengadaan!
4. Jelaskan tentang Wasdal Logistik bidang inventarisasi!
5. Jelaskan tentang Wasdal Logistik bidang penyipanan!
6. Jelaskan tentang Wasdal Logistik bidang pendistribusian!
7. Jelaskan tentang Wasdal Logistik bidang pemeliharaan!
8. Jelaskan tentang Wasdal Logistik bidang penghapusan!
9. Jelaskan tentang Wasdal Logistik bidang pemakaian!
10. Jelaskan pemantauan (penilaian) Wasdal logistik!
11. Jelaskan penertiban Wasdal logistik!
12. Jelaskan investigasi Wasdal logistik!
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